KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEBAGAI PENGGANTI ANTAR
WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

bahwa dalam rangka menindaklanjuti pergantian antar waktu anggota Panitia
Pemungutan Suara Kecamatan Sukau yang merupakan anggota Panitia
Pemungutan Suara terpilih dari Pekon Bumi Jaya dan Pekon Tanjung Raya,
Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau dan Pekon Ujung Kecamatan Lumbok

Seminung; bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah menyebutkan bahwa
Anggota PPS berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang
dapat diterima; bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung
Barat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara

sebagai Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Lampung Barat; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
Nomor : 41 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sebagai Pengganti Antar Waktu Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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